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ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sesuatu yang sangat sakral sebelum
era reformasi. Karenanya, walaupun dalam pasal 37 UUD1945 memungkinkan untuk
melakukan perubahan atas konstitusi tersebut, namun pasal itu seakan tabu untuk
digunakan. Keinginan untuk mengubah UUD 1945 sampai gerakan reformasi
muncul pada tahun 1998.

Era reformasi dengan lembaga legislatif hasil pemilihan yang demokratis,
telah menempatkan UUD 1945 tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, tidak
bisa diubah. Walaupun tetap diakui sebagian besar materi UUD 1945 tetap relevan,
namun sebagian lagi dianggap perlu diubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Semangat mengubah ini pula yang mengakibatkan dalam tempo singkat sudah empat
kali diamandemen.

Dalam hukum Islam, naskh pada umumhya merupakan fenomena penduduk
Madinah yang terjadi sebagai akibat perubahan yang dihadapl masyarakat muslim
setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Ketentuan-ketentuan yang diintrodusir pada
tahap awal munculnya Islam diarahkan untuk merebut hati orang-orang Makkah.
Perubahan-perubahan yang ada dimunculkan dalam versus pada waktu masyarakat
muslim mendapatkan otoritas kekuasaan dimana legislatif yang baru dianggap
mendesak untuk mengatur kehidupan dilingkungan baru Madinah. Perubahan-
perubahan yang terjadi dalam hukum Islam sendiri luas jangkauannya bisa terjadi
daiam Al-Qur an, suninah dan UUD (produk hasil ijtihad legislatif) namun dalam Al-
Qu’an hanya ayat-ayat Madaniyahlah yang pernah dirubah (naskh), tidak dengan
ayat-ayat Makiyah yang bersifat ketuhanan dan inipun terjadi semasa Nabi masih
hidup.

Kedudukan untuk UUD 1945 yang diamandemen adalah tetap seperti pasal
dan ayat-ayat yang belum diamandemen sebelumnya, diubah karena dianggap sudah
tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan zamar lagi, begitupun dengan
hukum Islam terjadi perubahan karena berubahnya keadaan dalam tatanan kehidupan
masyarakat dan terjadi untuk kemaslahatan bersama. Kedudukan pun sama seperti
ketentuan-ketentuan yang belum dirubah sebelumnya, artinya ketSika kedudukannya
sebagai yang pertama dalam hicrarki perundang-undangan, maka setelah
diamandemen kedudukannya tetap sebagai yang pertama, begitupun dalam ketentuan

hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan T(ebudaya;n RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

[ Ruruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
I alif Tidak dilambangkan |  Tidak dilambangkan
T ba’ b -
e @ @ t B = |
< sa s s (dengan titik di atas)
| z jim -y
oz ha’ h h (dengan titik di bawah)
& kha’ kh 4 -
I dal d S
k) zal v4 z (dengan titik di atas)
9 ra i =
J zai 7 -
g sin ] -
- syin sy -
O™ sad s s (dengan titik di bawah)
Ua dad d d (dengan titik di bavslrah)
& ta’ t | t(dengan titik di bawah)
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BHS za’ z z (dengan titik di bawah)

& “ain : koma terbalik

¢ gain g -
- fa’ f -
&3 qaf -
& kaf =
J iam 1 T
p mim m -
O nin n -
o S wawu w -
A ha’ h -

F—— ¢ | hamzah ; B apostrof  (tetapi  tidak
. dilambangkan apabila
| terletak di awal kata)

§ _ E = O e :__ = =
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau
monvoftong dan rangkap atau diftong.
a. Vokal Tungg: |

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

-t
s,

Tanda Nama Huruf Latin Nama
" /__ Fathah a a
Kasrah i i
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’ Dammah u u

Contoh: .
S - kataba ¢ - yazhabu
Jdb - swila U3 - kira
. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
L/5 Fathah dan ya ai adani
; Fathah dan wawu au adanu
Contoh:
“AS - kaifa JsA - haula
. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat.dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

.. /‘ .. fathah dan alif atau a a dengan garis diatas
alif maksurah

S kasrah dan ya i i dengan garis diatas

3 ...... ) -dafnmahdan wawu i u dengan garis diatas

Ja . qala Jis - q'fla
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<) - rama JsY - yaqiilu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. Ta’ Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah (t).

b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
()
Contoh: ~ 4alb. talhah

c. Kaleu pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sardang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.
Contoh: il 4 - Raudatu al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilaznbangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah
itu.

“Contoh:=- -\ - rabbana

L4
.

= - nu’imma
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

»dP, Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh
qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh:  Ja¥ - ar-rajulu

syl as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda
sambung (-).
Contoh: Al - al-qalamu Jal - al-jalalu

& - al-badi’u
7. "Hamzah - ..,

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di



akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab, berupa alif.
Contoh: ¢4l - syai’un i yal - umirtu
¢ s4l - an-nau’un 05 - ta’khuziina

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:
gl _ysaghdl oy - wa innallahadahuwarkhair ar-raziqin
Ol s USH 1 si g - fa ‘aufu al-kaila wa al-mizina
9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunaken juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
- Contoh:..
Jgmiy Vi 2iae Ly - wa ma Muhammadun illa Rasiil

o Wl g Cuy Jdsl ¢ - inna awwala Baitin' wudi’a linnasi
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Pengunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada kata lain sehinga ada huruf atau harkat yang
dihilafngkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
Az 5 Al e yal - nagrun minallahi wa fathun qarib
0. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

-t
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MOTTO

pendily Lo ) gopiy i p i Lo iy Y )

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada
pada diri mereka sendiri. (Q.S.Ar-Ra'd: 11)

Persembahan untuk :

Ayahanda dan Ibunda
Beribu-ribu kasih sayang dan cinta yang ayahanda dan ibunda curahkan
kepada ananda adalah surga terindah yang tiada tara
Mba'yu ku Sri Mulyati
Risalah cinta dan kasih sayang yayu adalah "Oase" bagi dahaga jiwa adinda
Adikku Ikhwan Hasanuddin
Terima kasih atas pengertian, kesabaran dan motivasinya, Sungguh hingga

sekarang yayu masih sangat menyayangimu
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KATA PENGANTAR
PREUISPEN Wt sy

YA Y o gt ol g s Al s e cpmiud 4y cpad bl Gy A 2aall
ug]uﬂl,;\.gu‘f‘ u‘}m u.\c aM‘ij‘JAﬁ‘dﬂJ‘Jmu| J@.JA‘J

Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia, yang telah
menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam
semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dalam
mengangkat harkat dan martabat manusia dari peradaban yang sangat terbelakang
menuju peradaban yang sesaui dengan fitrah manusia.

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan ijin Allah SWT, serta hantuan dari
berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang
berjudul: “KEDUDUKAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM", guna
memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu
pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini akan mengalami banyak kesulitan,
oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih
kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan

Hukum yang telah memberi kesempatan dan kemudahan kepada penyusun.
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penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada AnggitRirinNa'im,Imas dan semua Teman-teman PMH Thelo
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6. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi imi yang tidak
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Akhirnya hanya iringan do’a Jazakumulldhu khairan kasird, yang bisa
penyusun berikan. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi

penyusun dan umumnya bagi para pengkaji Islam.

Yogyakarta, 22 Rabi’ as-Sani 1426 H
31 Mei 200 M
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi terpenting dalam masyarakat hal ini disebabkan
oleh kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok, oleh karena itu manusia
disebut mahluk social dengan demikian masyarakat merupakan unsur mutlak bagi
adanya suatu negara di samping adanya wilayah tertentu dan pemerintah sebagai
badan penguasa serta adanya tujuan yang jelas sebagai arah kebtjakan. Suatu
negara dapat juga terjadi karena proklamasi yang timbul dan kehendak suatu
bangsa yang ingin merdeka, seperti Indonesia maka dari itu negara Indonesia baru
menjadi negara baru, ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17
Agustus 1945.

Umat manusia memerlukan bentuk bentuk pemeritahan yang memiliki
kekuasan untuk memelihara hukum dan ketertiban serta mengatur aktivitas politik,
agama ekonomi, dan sosial. Bagaimanapun, disebabkan perjalanan waktu, bahwa
untuk menghindari bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjamin
kekuasaan pemerintah digunakan sebagaimana mestinya untuk tujuan tujuan yang
sah melalui metode-metode yang ditentukan, maka struktur dan fungsi pemerintah
harus diatur dengan aturan aturan yang terdefinisikan dengan jelas dan diterapkan
dengan tegas. Kumpulan aturan aturan ini sebagaimana digunakan dan diterapkan
dalam konteks negara yang ada, disebut Undang-Undang Dasar Negara. Dalam

pengertian formal istilah tersebut, Undang-Undang Dasar Negara adalah



kumpulan aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang menciptakan berbagai alat
pemerintahan dan menentukan hubungan satu dengan lainnya, serta hubungan
antara alat-alat itu dengan subyek pribadi manusia, baik dalam kapasitasnya
sebagai individu ataupun kolektif.'

Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan
hampir seluruh negara di dunia ini, membagi bagi tugas pemerintahan ke dalam
‘tricotomi’ atau ‘trias politica’ yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk
melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif adalah untuk menegakkan
keadilan melalui lembaga kehakiman/peradilan. Menurut Montesquieu ketiga
jenis kekuasaan ini mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (functie)
maupun mengenai alat pelengkap (organ) yang melakukannya.’

Teori trias politica berangkat dan pemikiran bahwa sumber kesewenang-
wenangan pemerintah adalah absolutisme, yaitu menyatukan seluruh kekuasaan di
satu tangan atau sekelompok kecil orang.’

Demikian juga dengan negara Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar
1945 juga membagi dalam pasal-pasal tersendiri mengenai alat perlengkapan
negara yang tiga itu, dengan tidak menekankan kepada pemisahannya, hal ini

terlihat dalam pembagian bab-bab dalam UUD 1945 yang menyebutkan Bab I

! Herbert J. Spiro, The True Constitution, alih bahasa Abdullah Ahmed an-Na’im, cet. ke-
2, (Yogyakarta: LKiS, 1997), him. 135.

Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, cet. ke-4, (Jakarta: Aksara Baru.
1986), hlm 15

’ Montesquieu, The Spirit of the Law, disadur oleh Bagir Manan, (Bandung: penerbit
alumni, 1993), him. 64.



tetang kekuasaan pemerintah negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian UUD 1945
hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil, oleh karena pemisahan
kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain UUD 1945
hanya mengenal pembagian kekuasaan (devinision of power) bukan pemisahan
kekuasaan (separation of power).*

UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang secara formal sekaligus sumber
hukum tertinggi di Indonesia, telah memilih konsep kedaulatan rakyat dalam
penyelenggaraan kehidupan kenegaraan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam
ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar

Namun dalam kenyataan empirik sepanjang sejarah berlakunya UUD 1945,
selalu menimbulkan pemerintahan yang tidak demokratis karena UUD 1m kurang
memenuhi syarat sebagaimana dituntut oleh ajaran konstitusionalisme yang harus
menutup pintu bagi pemerintahan yang otoriter.’

Tegasnya ajaran konstitusionalisme yang telah digagas lebih awal
daripada konstitusi itu sendin mengajarkan bahwa penguasa perlu dibatasi

kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas.®

*  Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, hlm. 16.

’ Moh Mahfud MD, Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara, cet. ke-1,
(Yogyakarta: UTI Press, 1999), him. 6

¢ Miriam Budiarjo, Dasar- dasar Ilmu Politik, cet. ke-8, (Jakarta: Gramedia, 1983), him.
77.



Sri Soemantri menilai bahwa perkataan “konstitusionalisme yang berasal
dari kata konstitusi dan berarti” suatu kerangka dari suatu masyarakat politik”
(frame of political society) pada dasarnya terdapat pengertian tentang “lembaga-
lembaga negara” dan “hak-hak serta kewajiban-kewajibnan azasi manusia dan
warga negara”.’

Meskipun UUD 1945 itu menyatakan penerimaannya secara tegas atas
faham demokrasi, tetapi pada dirinya banyak celah yang memungkinkan
pemerintah membangun kekuasaan secara sentralistis sehingga menjadi tidak
demokratis. Kenyataan inilah yang kemudian di era reformasi menimbulkan
pemikiran tentang perlunya Amandemen atas UUD 1945.

Dorongan memperbaharui atau mengubah UUD 1945 ditambah pula
dengan kenyataan, UUD 1945 sebagai Subsistem tatanan konstitusi dalam
pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan Staafsidee mewujudkan Negara
berdasarkan Konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, negara berdasarkan
atas hukum yang menjamin hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman
yang merdeka, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terjadi
adalah etatisme, otoritarisme atau kediktatoran yang menggunakan UUD 1945
sebagai sandaran.®

Para perumus UUD 1945 membuat pasal perubahan di dalam UUD 1945,
yaitu Pasal 37, tetapi ketentuan dalam Pasal 37 sangat simple, karena hanya

mengatur segi pengambilan keputusan belaka, sehingga sulit untuk diterapkan

" Dikutip oleh Suharizal, Reformasi Konstitusi 1998-2002, Pergulatan Konsep dan
Pemiliran Amandemen UUD 1945, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 28.

®  Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, cet. ke-1, (Yogjakarta: FH UII Press, 2003),
him. 11



karena tidak dijelaskan bagaimana saja yang boleh dan tidak boleh untuk diubabh,
bagaimana cara mengubahnya dan seterusnya, tambahan baru muncul kemudian,
yaitu melalui interpretasi historis dan filosofis.

Ketetapan MPR No:XX/MPRS/1966, bahwa Pembukaan UUD 1945
dinyatakan tidak dapat diubah, MPR hasil Pemilu 1999 juga sepakat untuk tidak
mengubahnya. Perubahan UUD 1945 disandarkan lebih lanjut kepada
Referendum yaitu Ketetapan MPR No.IV/MPR/1983 Jo UU No.5 Tahun 1985,
yang kini sudah di cabut dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998.

Dalam Tap MPR Rl No.IV/MPR/2003 tentang susunan, kedudukan,
kewenangan, dan keanggotaa Komisi Konstitusi berhasil mengkaji tentang
Susunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan hasilnya
disampaikan kepada Badan Pekerja MPR RI kemudian dilaporkan dalam sidang
terakhir MPR RI periode 1999-2004.”

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No.10 Tahun 2004
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan,
disebutkan bahwasannya tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia
sebagai berikut :

a. Undang Undang Dasar 1945

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
¢. Peraturan Pemerintah

d. Peraturan Presiden

e. Peraturan Daerah

’  Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indornesia, Kajian terhadap Perubahan UUD

1945, cet. ke-2, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), him. 5-6.



Sedangkan kalangan umat Islam ada yang berpendapat bahwa Islam
adalah agama yang sempuma dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek
kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, Islam sebagai agama yang
diproyeksikan bersifat universal dan kekal sampai akhir zaman, termasuk di era
modern, maka ajaran Islam mesti mempunyai kemampuan dan daya tahan yang
tinggi untuk selalu bisa memberikan jawaban pada tantangan zaman yang selalu
berubah, universalitas ini merupakan salah satu ciri keistimewaan syari’at Islam."

Ini artinya hukum Islam harus memiliki ketentuan dan keluwesan tanpa
harus keluar dari prinsip-prinsip dasamya, sehingga ia bisa berdialektika dengan
historisitas manusia yang berazaskan perubahan situasi dan kondisi sesuai dengan
konteks ruang dan waktu, apalagi diklaim bahwa syari’at Islam konsisten
memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akherat. .

Sumber teori konstitusional paling otoritatif syari’ah adalah model negara
Madinah yang dibangun sendiri oleh Nabi pada 622 M dan diterapkan oleh empat
khalifah pengganti Beliau (al-Khulafa ar-Rasyidin). 2

Terlepas apakah dikarakterisasikan dalam terminologi modern sebagai

teokrasi atau nomokrasi, negara Nabi di Madinah memiliki organisasi de facto

10 Yusuf al-Qaradawi, Membumikan Syari’'at Islam (al-Madkhalu fi ad-Dirasah asy-
Syari’ah al-Islamiyah), alih bahasa Zaky dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1990), him. 151.

1" Wahbah az-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, (Nadariyatu ad-Daruroh
asy-Syari'iyyah), alih bahasa Said Aqil Husain al-Munawar dan Hadri hasan, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 1997), him. 48.

2 Abdullah Ahmad an-Na’im, Dekonstruksi Syari‘ah, cet. ke-2, (Yogjakarta: LKiS,
1994), him. 146.



yang khas harus dicontoh sepeninggalnya, yang tunduk pada modifikasi yang
dibutuhkan karena berhentinya wahyu Allah. =

Pada masa pasca al-Khulafa ar-Rasyidin sampai pada kerajaan Turki
Usmani, sistem pemerintahan telah bergeser pada sistem monarkhi atau kerajaan,
bahkan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah (132-656 H./750-1258 M.)
berkembang paham khalifah memerintah berdasarkan mandat dari Tuhan.

Ketika kerajaan Turki Usmani mengalami kemunduran dan dimulainya
ekspansi negara-negara Barat ke negara-negara yang semula dikuasai kerajaan
Turki Usmani, pada akhir abad ke-18 memben pengaruh pada negara-negara
[slam telah merdeka dari penjajahan negara barat, terutama dalam sistem
pemerintahan, diantara negara-negara Islam tersebut ada yang pemerintahannya
berbentuk monarkhi atau kerajaan, tetapi sebagian besar berbentuk republik,
bahkan Turki berubah sistem pemerintahannya dari monarkhi absolut menjadi
monarkhi konstitusional yang ditandai dengan susunan konstitusi bagi kerajaan
Turki Usmani yang diumumkan oleh sultan pada tanggal 23 Desember 1876 M.
Dan pada tanggal 3 Maret 1924 lembaga kekhalifahan yang dihapus oleh Dewan
Nasional karena terjadi persaingan antara khalifah dan presiden dan sama-sama
menganggap sebagai kepala negara, mulai saat itu Turki menjadi repubhik

murni.

B Al-Qur'an (33) : 40, secara khusus menetapkan bahwa Muhammad adalah Nabi

terakhir dan bahwa al-Qur’an adalah simpul wahyu Allah.
'"* 3. Suyuhti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta:
PT.Grafindo Persada, 1994), hlm. 172-173.



Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa untuk membentuk dan
mengubah undang-undang dasar hampir seluruh negara di dunia diperlukan
prosedur lain daripada untuk membentuk dan mengubah undang-undang biasa.
Ada negara dimana Undang-Undang Dasar dibentuk dan diubah (amandemen)
oleh badan legislatif khusus, seperti misalnya di Amerika Serikat dan di Indonesia
(MPR).

Ada negara dimana pembentukan dan perubahan Undang Undang Dasar
harus dilakukan oleh rapat bersama dari dua kamar dari Dewan Perwakilan
Rakyat, seperti misalnya di negen Belanda dan Perancis, ada negara dimana untuk
mengadakan perubahan undang undang dasar harus ada pemilihan umum baru,
sepertt misalnya di negara Belgia, ada negara dimana untuk mengadakan
perubahan Undang-Undang Dasar harus disetujui oleh dua pertiga dan jumiah
suara dalam rapat yang bersangkutén, seperti misalnya negara-negara Belanda,
Amerika Serikat dan Indonesia."

Dalam sejarah Islam pembaharuan dan perumusan kembali telah menyebar
luas, hal ini telah dinyatakan oleh beberapa ulama pada tahap sejarah muslim yang
berbeda sebagai identitas yang mereka harapkan akan terwujud kembali meskipun
kehendak akan pembaharuan dan perumusan kembali telah menyebar luas, namun
perubahan yang berarti belum diintroduksi lebih jauh dalam aspek syari’ah ini.

Oleh karena itu, logis untuk menilai model historis ini dalam kaitannya dengan

"> Wirjono Prodjodikora, Azas-azas limu Negara dan Politik, cet. ke-2, (Bandung: PT
Eresco, 1981), him. 44.



perubahan konstitusionalisme modern, karena model ini diajukan oleh para
pendukung syari’ah untuk diterapkan sekarang.'®

Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat
masalah ini kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul
“Kedudukan Amandemen UUD 1945 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan
Hukum Islam”. Karena menurut hemat penyusun judul atau permasalahan di atas

sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah,maka dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bagaimana amandemen UUD 1945 dalam perspektif Hukum Tata Negara
Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan amandemen UUD 1945 dalam Hukum

Tata Negara dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan dan kegunaan yang
dimaksudkan dalam penulisan ini antara lain:
1. Tujuan
a. Menjelaskan kedudukan amandemen UUD 1945 dalam Hukum Tata

Negara di Indonesia dan amandemen UUD dalam hukum Islam.

'8 Abdutlah Ahmad an-Na’im, Dekonstruksi Syari‘ah, him. 147,
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b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Hukum Tata Negara

di Indonesia dan hukum Islam mengenai amandemen UUD.
2. Kegunaan

a. Sebagai pengembangan suatu keilmuan di bidang ilmu hukum di
Indonesia, \terutama hukum Tata Negara dan figh siyasah.

b. Sebagai bahan acuan bagi yang akan melanjutkan penelitian tentang
amandemen UUD 1945 dan UUD yang ada dalam hukum Islam.

¢. Sebagai kontribusi pemikiran penyusun dalam bidang ketatanegaraan dan

pemerintahan di Indonesia, khususnya tentang amandemen UUD 1945.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, ada karya ilmiah, yang membahas tentang
amandemen UUD 1945, yaitu” Wacana Amandemen Pasal 29 ayat (1) UUD 25
dan Implikasinya bagi penegakan Syariat Islam di Indonesia® Skripsi karya
Ahmad Saifudin. Namun belum ada karya yang membahas dan membandingkan
amandemen UUD 1945 dan kedudukanya dalam Hukum Tata Negara dan Hukum
Islam, dalam buku-buku hukum Tata Negara dan figh Siyasah yang ditulis oleh
para ilmuwan didalamnya terdapat pembahasan tentang Amandemen UUD atau
Undang-Undang Dasar yang menjadi obyek dalam penelitian ini, tapi
pembahasannya secara terpisah, artinya dalam hukum tata negara sefdir,

demikian juga dalam hukum Islam (figh siyasah).
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E. Kerangka Teoretik

Dalam suatu negara selalu terdapat hukum organik dan dasar suatu bangsa
atau negara, yang menetapkan sifat dan konsep pemerintahannya,
mengorganisasikan pemerintahan, mengatur membagi dan membatasi fungsi
departemen-departemen yang ada, serta menentukan cakupan dan cara
menggunakan kekuasaan.'’ Dalam pengertian yang formalistik tersebut konstitusi
didefinisikan.

Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, termasuk negara yang
bertipe welfare (welfare state type),'® maka negara harus mengatur dan
mengarahkan segala aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Negara yang demikian
dalam teori kenegaraan sering disebut pula sebagai negara hukum sosial (sociafe
rechtstaar). Konsekuensinya dalam kehidupan bemmegara campur tangan negara
cukup luas terhadap kehidupan masyarakat dan roda pemerintahan berjalan
berdasarkan pranata hukum yang berlaku."

Di dalam ketetapan UU No.10 Tahun 2004 tentang Sumber Hukum dan
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, bahwasannya tata urutan peraturan

perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

'" Henry C. Black, Black’s Law Dictionary, slih bahasa oleh Abdullah Amad an-Na’im,
(Yogyakarta: 1KiS, 1997), him. 125.

'* Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia, cet. ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1997), him. 7.

¥ Ibid, him. 7-8.
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a. Undang Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah pengganti Undng-undang
¢. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
€. Peraturan Daerah

Ketika para pembentuk UUD 1945 meletakkan penanya, nampak mereka
sepakat bahwa Undang-Undang Dasar yang mereka hasilkan adalah Undang
Undang Dasar ngentara yang bersifat sementara, yang jauh dari kesempurnaan
karena disusun dalam waktu yang sangat singkat. Kearifan ini tercermin dalam
kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Soekamo sebagai ketua panitia perancang
UUD pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mengatakan: *

“ UUD yang dibuat sekarang ini adalah UUD Sementara, kalau boleh saya
memakai perkataan : ini adalah UUD kilat nanti kalau kita telah bernegara
didalam suasana lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali
MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengka dan lebih sempurna”
Berangkat dan keyakinan atas ketidaksempurnaan atas hasil kerjanya, para

pembentuk UUD 1945 berdasarkan usulan Iwa Koesoemasoemantri, memasukan
aturan mengenai tata cara perubahan, yang kemudian diakomodasikan dalam
Pasal 37 UUD 1945 Menyebut tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-
undangan yang ada dalam MPR persiapan kemerdekaan yang bersangkutan.
Menyebut tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam UU

No.10 Tahun 2004 harus dengan tata urutan yang benar. Tata urutan tersebut

menunjukan tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang bersangkutan

% Moh. Yamin, Naskah Persiapan Undamg-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Yayasan
Prapanca, 1959), him. 410.
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dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada
bentuk-bentuk yang tersebut di bawahnya (belakangnya), karena dalam
perundang-undangan ada azas tingkatan hierarkhi, artinya suatu peraturan yang
lebih tinggi dari pada bentuk yang tersebut di bawahnya (belakangnya). Karena
dalam perusahaan. Karena dalam perundang-undangan ada azas tingkatan
hierarkhi, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah isinya
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatan atau derajatnya.’!

Dalam hubungan itu, ada teori hierarkhi (stufenbau theorie) Hans Jusen
yang terkenal dengan stufenbau de rechi. Dalam teori ini disebutkan bahwa
semua norma hukum itu merupakan satu kesatuan yang teratur (sumen hangende
eenheid) dengan struktur piramida, juga merupakan suatu kesatuan dalam susunan
yang logis, tidak ada pertentangan atau kontradiksi, seperti bangunan tangga yang
logis (logiche stufenbau) dimulai dari norma hukum yang tertinggi turun secara
bertingkat berdasarkan hal ini, maka norma yang lebih rendah kedudukanya tidak
boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi 2

Perubahan UUD 1945 ditinjau dari asal katanya adalah “robah” dan kata
kerjanya adalah mengubah. Menurut Sri  Soemantri kata mengubah
konstitusi/Undang  Undang Dasar sama dengan  “mengAmandemen

konstitusi/Undang-Undang Dasar.?

2! Amiroeddin Syari, Perundang-undangan, hlm. 78.
% Ibid., him. 13.

» Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1975),
hlm. 115.
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Pendapat Beliau tersebut didasarkan kepada arti “mengubah Undang
Undang Dasar” dalam bahasa Inggris berarti “to amend the constitution” sedang
kata-kata “perubahan Konstitusi/Undang Undang Dasar” dengan demikian
menurut Sri Soemantri mengubah Undang Undang Dasar/konstitusi dapat berarti
dua, yaitu pertama mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam Undang Undang
Dasar/konstitusi, dan kedua menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam
Undang-Undang Dasar/konstitusi.?*

Melalui proses yang sudah diterangkan diatas dan atas penetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanpa merubah azas-azas yang telah
ditetapkan dalam UUD 1945 itu sendiri dan jangan sampai perubahan itu
membawa akibat penggantinya UUD 1945 dengan UUD yang lain.?

Sedang dalam Hukum islam sendiri perubahab di sebut dengan
nasakh,yang berarti menghapuskan sesuatu untuk kemudian menempati posisinya,
teon nasakh ini di berlakukan sebagai altemnatif untuk menyelesaikan problem
kontradiksi ayat-ayat al-Quran yang di anggap bertentangan ketika pertentangan
tersebut tidak bisa di selesaikan melalui metode pengkompromian yang ada, maka
ayat-ayat yang di anggap bertentangan itu harus diubah salah satunya, yakm yang
secara kronologis turun lebih dulu. Begitupun dalam Sunnah dan UUD yang ada
dlam Hukum islam. Nasakh tidak lebih sebagai perubahan hukum yang niscaya

tak terelakkan oleh adanya perubahan kemaslahatan yang melingkupi manusia.

2 Ibid, him. 115

> Moh. Kusnardi, dkk., Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. ke-4, (Jakarta: PD
Budi Chaniaga, 1988), him. 77-78.
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Di kalangan umat Islam ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam
adalah agama yang komprehensif, karena Islam adalah agama yang serba lengkap,
dan dalam masalah kenegaraan yang menjadi ukuran yang ideal adalah sistem
yang telah dilaksanakan dan dipraktekkan oleh Nabi dan al-Khulafa ar-Rasyidin.?®

Dalam al-Qur'an  mengajarkan  antara prinsip-prinsip  tauhid,
permusyawaratan dalam mencari pemecahan masalah-masalah bersama, ketaatan
kepada pimpinan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama dan sikap saling
menghormati antara umat beragama. Tetapi selebihnya dari itu, baik al-Qur’an
maupun Sunnah Rasul tidak mengajarkan sistem pemerintahan tertentu yang harus
dianut oleh umat Islam, Nabi wafat tanpa memberikan petunjuk tentang
bagaimana mengatur hubungan kekuasaan antara kepala negara dan rakyat.
Walaupun begitu dalam penyelenggaraan negara bisa meniru apa vang dilakukan
oleh Nabi, sebab Nabi Muhammad selain sebagai pemimpin keagamaan juga
sebagai pemimpin negara, yaitu negara Madinah.

Banyaknya perbedaan mazhab hukum Islam menunjukkan bahwa garis
besar hukum Islam bersifat interpretatif dan merupakan denivasi dari syari’ah dan
bagi masing-masing interpretasi, derivasi dan elaborasi tersebut otoritas legislatif
temporalnya harus dapat diidentifikasikan. hal ini tidak mutlak karena disesuaikan
dengan konstitusi dan bentuk pemerintahan yang digunakan oleh masing-masing
negara Islam. Karena Allah menjadikan urusan umat Islam itu berdasarkan

musyawarah, seperti dalam al-Qur’an Allah berfirman:

* Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990), him. 253.
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Maka dari itu dalam sistem pemerintahan Islam asas syura (musyawarah)

merupakan salah satu prinsip konstitusional ®

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (/ibrary research) yaitu
penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku,
kitab atau berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan,
baik yang primer maupun sekunder.

2 Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif-Analisis-komparatif, yaitu
menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistematis serta memberikan
penelitian secara cermat dan tepat terhadap obyek kajian tersebut.

Selanjutnya konsep yang ada mengenai obyek kajian dibandingkan agar
dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang ada dalam hukum tata negara
Indonesia dan hukum Islam (figh siyasah) tentang kedudukan amandemen UUD
1945,

3. Pendekatan Masalah

& Asy-Syura (42) : 38

% Munthoha, Figh Siyasah: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata
Negara, (ttp.: Adicita Karya Nusa ,1998), him. 60.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-yuridis yang memakai norma-norma hukum yang ada, baik yang ada
dalam tata negara Indonesia maupun dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan
kitab atau sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.
Sumber primemya yaitu buku dan kitab yang langsung berhubungan dengan
masalah ini, sumber sekundermya adalah jumnal, artikel, dan bacaan lain yang

menunjang kajian ini.

5. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer
adalah data yang berhubungan langsung dengan konsep yang sedang dikaji.
Bahan-bahan pustaka yang dipakai dalam penyusunan skripsi im, adalah
peraturan perundang-undangan, piagam Jakarta, UUD 1945 Amandemen
pertama sampai ke empat.
Buku-buku hukum tata negara dan pemerintahan, seperti karya Miriam
Budiarjo ”Dasar-dasar Imu Politik”, K.C. Wheare “Konstitusi-konstitusi
Modern”, Sri Soemantri “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi® serta
figh siyasah (Siyasah as-Syari‘ah), seperti karya al-Mawardhi, Suyuthi

Pulungan dan lain-lain yang menjadi bahan primer.
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b. Data Sekunder
Adalah data-data yang mendukung dengan konsep yang sedang dikaji seperti
Buku-buku karya Moh. Fajrul falakh “Admandemen UUD 1945 dan T antangan
Konstitusialis-me”, Moh. Mahfud MD “Amandemen Konstitusi Menyju
Reformasi Tatanegara”, dil.

¢. Data Tersier
Adalah data-data yang relevan dengan kajian ini baik berupa majalah,
makala-makalah seminar, jurnal, surat kabar, internet atau catatan-catatan lain

yang berhubungan dengan tema pembahasan,

6. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data untuk diperoleh data vang
valid dan memadai dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:
a. Deduktif

Yaitu menganalisis data dengan menerangkan data yang umum sifatnya,

kemudian dispesifikasikan menjadi data yang bersifat khusus, artinya uraian dan
penjelasan dari data yang terkumpul tentang faktor penyebab amandemen UUD
menurut Hukum Tata Negara dan hukum Islam diformulasikan menjadi satu
kesimpulan.
b. Komparatif

Yaitu membandingkan pendapat-pendapat tentang ketentuan dan

kedudukan Amandemen 1945, bauk didalam hukum tata negara di Indonesia
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maupun dalam hukum Islam, untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan

diantara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menerangkan bentuk dan isi
skripsi dimulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, sampai sistematika
pembahasan. Sub-sub ini dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang
adan dikaji.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang amandemen UUD 1945 dalam
perspektif hukum tata negara di Indonesia yang berisikan pengertian amandemen
UUD 1945, amandemen UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-udangan,
sumber dan dasar amandemen UUD 1945, serta kedudukan amandemen UUD
1945 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang amandemen UUD dalam perspektif hukum
Islam yang berisikan pengertian Amandemen UUD, amandemen UUD dalam
ketatanegaraan Islam, sumber dan dasar dikeluarkannya amandemen UUD serta
kedudukan Amandemen UUD.

Bab keempat merupakan analisa perbandingan terhadap kedudukan
Amandemen UUD 1945 dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dan

hukum Islam menguraikan persamaan dan perbedaan dari dua hukum tersebut.
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Bab kelima sebagai bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan,
memaparkan kesimpulan dan pembghasan dari bab-bab sebelumnya sehingga
memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta sarana dari penulis
berkenaan dengan perkembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang
lebih baik dan lebih maju.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penyusun menguraikan tentang amandemen UUD 1945 dalam

Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Islam, mempelajari
secara komprehensif hasil amandemen UUD 1945 banyak permasalahan yang
sifatnya sangat mendasar, idealnya jika amandemen atau perubahan itu di
lakukan dengan pemikiran yang jernih, utuh dan menyeluruh, serta sejauh
mungkin terhindar dari kepentingan-kepentingan politik sempit jangka
pendek, maka amandemen atau perubahan itu haruslah bersifat final. final
yang dimaksudkan adalah tidak akan lagi timbul pro kontra, karena setelah
melalui prosedur yang transparan, dan sudah di lakukan sosialisasi dengan
demikian, UUD yang dihasilkan dari proses amandemen tersebut dapat
diimplementasikan dalam praktik berbangsa dan bernegara. akan terwujudlah
suatu kepastian hukum. Seperti yang terdapat dalam hukum Islam, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Tata Negara di Indonesia dan Hukum Islam disebutkan
bahwa amandemen (Perubahan) UUD yang dikeluarkan oleh legislatif,
mempunyai kedudukan yang tinggi dan termasuk dalam peraturan
perundang-undangan negara (hukum negara) dan menjadi sumber hukum
bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.
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2. a Persamaan kedudukan Amandemen UUD dalam Hukum Tata Negara
di Indonesia dan Hukum Islam adalah keduanya sama-sama
menyebutkan bahwa kedudukan Amandemen UUD termasuk peraturan
perundangan-undangan dan menjadi sumber hukum bagi pembuatan
peraturan di bawahnya serta konsekuensinya materinya tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan sebelumnya.

b. Perbedaan kedudukan Amandemen UUD legislatif dalam Hukum Tata
Negara di Indonesia dan Hukum Islam terletak pada posisi dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan negara. Sesuai dengan yang
disebutkan dalam UU No. 10 Th. 2004, tentang UUD 1945 baik yang
tidak diamandemen maupun yang telah diamandemen berada di urutan
nomor satu (1) baru setelah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
dan Peraturan Daerah, sedangkan dalam Hukum Islam berdasarkan
ketentuan yang ada dalam al-Qur’an (al-Baqarah(2): 240 dan 234),
(al-Rum(30):39), (al-Bagarah(2):106), (al-Ra’d(13):29), Perubahan
(amandemen) yang dikeluarkan oleh legislatif (dalam arti umum)
berada di bawah ketentuan yang telah diatur/ditetapkan oleh Allah dan
Rasul-Nya (bisa dikatakan berada pada nomor urut tiga (3), setelah
al-Qur’an dan Sunnah Rasul).sedangkan untuk al-Quran dan Sunnah
Rasul yang di nasakh kedudukan hukumnya tetap seperti sebelum di



nasakh, al-Quran pada nomor sarw(1) dan Sunnah Rasul pada nomor
urut tiga(2).

B. Saran-Saran
Adapun saran-saran yang berkenaan dengan ini:

1. Pengkajian dan penelitian yang berhubungan dengan siyasah seperti
Amandemen UUD misalnya perlu ditingkatkan, demi pengembangan
wawasan hukum Islam di tengah kehidupen masyarakat Indonesia.

2. Kepada peminat ilmu hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Tata
Negara kiranya dapat saling berkomumikasi aktif untuk bersama-sama
menyelesaikan persoalan-persoalan bukum yang muncul schingga lebih

aspiratif.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS AL-QUR'AN DAN HADIS

Nomor

TERJEMAHAN

Urut | Footnote

Him

16

62

66

67

BAB1

Dan (bagi) orang-orang yang menerima
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan
sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarah antara mereka menafkahkan
sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.

BAB 111
Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka

| terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu
( maka tinggalkanlah.
|

\ Dulu aku melarang kamu untuk menziarahi kubur, :
‘_ sekarang ziarahilah karena ziarah mengingatkanmu |

| tentang han akhir.

Aku melarang kamu untuk menyimpan daging
kerbau, karena begitu banyak kerumunan orang
yang merayakan Idul Adha.

Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam)
dan kiblatnya (baitul magdis) yang dahulu mereka
telah  berkiblat  kepada-Nya?"  katakanlah,
"kepunyaan Allah-lah timur dan berarti, Dia
memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-
Nya ke jalan yang lurus.

Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi
kiblat-Ku (sekarang) melainkan agar kami
mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti
Rasul dan siapa yang membelot.

Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan

ke arahnya.

dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu |




11

12

13

14

21

22

23

24

26

27

28

29

67

68

68

69

70

70

70

7

71

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara
seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda)
maut jika ia meninggalkan harta yang banyak,
berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya
secara makruf.

Allah mensyarniatkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk anak-anakmu).

Allah telah memben bagian kepada semua yang
berhak, oleh karena itu, tidak ada wasiat untuk ahli
waris.

Dan orang yang akan meninggal dunia diantaramu
dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk
istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun
lamanya dengan tidak disuruh pindah (darn
rumahnya).

|
| Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu |

1 dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para
| istri itu) menagguhkan dirinya beriddah empat
| bulan sepuiuh han. '

' Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat
minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik,
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar |
terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang
memikirkan.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan
judi, katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa
besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi
dosa keduanya lebih besar dari manfaat-Nya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk,
sechingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan
(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam
keadaan junub, kecuali sekadar berlalu saja
sehingga kamu mandi.

Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya
(meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk)
berhala, mengundi nasib, dengan panah, adalah

11




15

16

17

19

20

21

22

23

30

31

33

[P]
L

36

39

40

41

72

73

74

74

75

75

75

77

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan.

Dan apabila kami letakkan suatu ayat ditempat
ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal
Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya.
Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah
orang yang mengada-ngadakan saja", bahkan
kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Ayat mana saja yang kami naskhkan, atau kami
Jadikan (manusia) lupa kepadanya,kami datangkan
yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding
dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa
sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala
sesuatu.

Apabila dua perkara sejenis berkumpul serta tidak

. berbeda maksudnya, maka yang satu dimasukkan |

i kepada yang lain menurut kebiasaan.

| Yang menghapus diperbolehkan iebth ringan atau
| sepadan dari yang dihapus,

Yang manghapus itu boleh lebih berat dari yang
dihapus.

(Dan  (bagi) orang-orang yang menerima
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan
shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarah antara mereka dan mereka
menafkahkan sebagian nizki yang kami berikan
kepada mereka.

Perubahan hukum dengan sebab berubahnya
zaman, tempat, situasi, adat dan niat.

Tidak dapat diingkari akan terjadi perubahan
hukum lantaran berubahnya masa.

| Apa yang diizinkan karena adanya udzur, maka
keizinan itu hilang manakala udzurnya hilang.

(]
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25

26

88

90

90

BABIV

Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang
berakal sebelum sampainya nas (ketentuan-
ketentuan hukumy).

Kesukaran dapat menarik kemudahan.

Kemadharatan - kemadharatan itu dapat
memperbolehkan keharaman (yang dilarang).
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Southern Methodist University Law School, Dallas, Texas, 1891 dan merath
gelar Doktor di Universitas Padjadjaran. Ia pernah mendapatkan penghargaan
Styalencana Penegak dari Menhankam RI (1967), anggota DPRD Kodya
Bandung (Golkar, 1968-1971), staf Menteri Kehakiman RI (1974-1976).

. T.M. Hasby Ash-Shiddieqy

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di
Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. la adalah keturunan
ke 37 dari Abu Bakar As-Siddig, khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa
ar-Rasyidin. Ayahnya bemnama Teuku Muhammad Husen Ibn Muhammad
Su'ud, sedangkan ibunya bemama Amrah binti Abdul Aziz. la wafat pada
tahun 1975.

Semasa hidupnya Hasbi banyak menghasitkan karya-karya ilmiah,
antara lain: Tafsir an-Nur (30 jilid), Mutiara Hadits (8 jilid), Pengantar imu
Figh, Azas-azas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam, dan masih

banyak lagi karya intelektual yang lain.
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